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KATA PENGANTAR
KEPALA PUSAT PENGKAJIAN, PENGOLAHAN DATA

DAN INFORMASI (P3DI) SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas 
perkenan-Nya para Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat 
Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI 
dapat menyelesaikan tulisan ilmiahnya dan menerbitkannya dalam 
buku yang bertajuk “Kebijakan Ekonomi Kontemporer”

Buku ini dibagi dalam enam bab. Bab pertama, berisi kajian 
tentang kebijakan penentuan harga pembelian beras pemerintah. 
Bab kedua, berisi studi tentang kebijakan subsidi pupuk dalam 
menjaga ketahanan pangan: Studi di Provinsi Sulawesi Selatan 
dan Provinsi Jawa Tengah. Bab ketiga, berisi studi tentang arah 
pengembangan ketenagalistrikan nasional 35.000 MW.

Bab keempat, menjelaskan tentang kebijakan pengambangan 
ekonomi kreatif. Bab kelima, mengkaji tentang permasalahan 
penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara: Studi 
kasus PT Dok Perkapalan Surabaya dan PT Perekebunan Nusantara 
X. Bab keenam, menelaah diskursus jumlah penduduk dan kebijakan 
pembangunan kependudukan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para Peneliti 
Ekonomi dan Kebijakan Publik yang telah berupaya menuangkan 
pemikirannya dalam buku ini. Selain itu, saya juga mengapresiasi 
upaya Saudara Suhartono, SIP, MPP yang telah meluangkan waktu dan 
pikirannya untuk menyunting tulisan-tulisan dalam buku. Harapan 
saya, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan 
pengetahuan dan penentuan kebijakan ekonomi kontemporer di 
Indonesia. Selamat membaca.

Jakarta, Oktober 2015
Kepala Pusat Pengkajian,
Pengolahan Data dan Informasi

Dr. Rahaju Setya Wardani
NIP. 19600211 198703 2 002
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PROLOG

Kebijakan ekonomi membutuhkan pendekatan yang terus 
berubah mengingat dinamika permasalahan yang terus berubah. 
Ilmu ekonomi sendiri dianggap sebagai salah satu disiplin ilmu 
yang baru mulai ada sejak Tahun 1776, yaitu sejak ditulisnya buku 
berjudul “An Inquiry Into the Nature and Causes of The Wealth of 
Nations” oleh Adam Smith. Adam Smith sendiri dianggap sebagai 
Bapak Ekonomi Modern karena merupakan tokoh yang pertama kali 
meletakkan konsep ekonomi secara menyeluruh dan komprehensif.

Gagasan dari Adam Smith tersebut menjadi dasar bagi ahli 
ekonomi berikutnya, seperti Thomas Malthus, David Ricardo, dan 
Stuart Mill. Ketiga ahli ekonomi tersebut biasa dikenal sebagai 
ahli ekonomi klasik yang menghasilkan pendekatan teori ekonomi 
dengan pendekatan kebijakan makro. Sisi lain dari cabang ilmu 
ekonomi Adam Smith dikembangkan oleh Karl Marx dan diikuti oleh 
negara-negara sosialis komunis. Milestone lain dari perkembangan 
ilmu ekonomi terjadi pada saat depresi Tahun 1930 yang melahirkan 
ahli ekonomi baru, yaitu John Maynard Keynes, dengan bukunya 
yang berjudul “General Theory of Employment, Interest, and Money”.

Permasalahan ekonomi sendiri telah berkembang dengan cukup 
pesat dan menyentuh aspek politik, sosial, dan budaya. Salah satu 
penyebabnya adalah globalisasi yang terus berlangsung sehingga 
menyebabkan permasalahan ekonomi disebuah negara tidak bisa 
terlepas dari permasalahan ekonomi negara lain. Dengan kata 
lain, permasalahan ekonomi di sebuah negara terkoneksi dengan 
permasalahan ekonomi yang terjadi secara global. 

Kondisi perekonomian nasional yang telah terkoneksi ini juga 
menyebabkan pendekatan kebijakan terus berubah. Pendekatan 
kebijakan yang didasarkan pada teori ekonomi klasik seringkali 
tidak bisa digunakan dalam memecahkan permasalahan ekonomi 
kontemporer yang terjadi saat ini. Pendekatan kebijakan inilah 
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yang akan dikaji dalam buku bunga rampai dengan judul “Kebijakan 
Ekonomi Kontemporer”.

Bagian pertama ditulis oleh Lukman Adam dengan judul tulisan 
“Kebijakan Penentuan Harga Pembelian Beras Pemerintah”. Tulisan 
ini menyoroti isu tentang pangan yang merupakan isu strategis bagi 
kehidupan sebuah bangsa, khususnya terkait dengan permintaan 
dan penawaran produk pangan. Permintaan pangan khususnya 
pangan pokok, dipengaruhi terutama oleh harga dan ketersediaan. 
Gejolak atau fluktuasi harga pangan pokok akan mempengaruhi 
kestabilan politik bangsa. Pangan pokok di Indonesia terdiri dari 
beras, gandum, jagung, ubi kayu, kedelai, daging, susu, dan gula. 
Karena fluktuasi yang sangat rentan terhadap stabilitas politik, 
maka pemerintah menetapkan kebijakan stabilisasi harga pangan. 

Bagian kedua ditulis oleh Juli Panglima Saragih dengan judul 
“Kebijakan Subsidi Pupuk dalam Menjaga Ketahanan Pangan: 
Studi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Jawa Tengah”. 
Tulisan ini menyoroti kebijakan terkait peningkatan kinerja sektor 
pertanian melalui peningkatan produksi beserta faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Pupuk, merupakan salah satu faktor (sarana) 
produksi yang sangat menentukan kualitas dan kuantitas produksi 
dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan pupuk di 
pasar baik dari segi kuantitas, kualitas, dan harga yang terjangkau 
menjadi salah satu syarat yang harus dijamin pemerintah. Terkait hal 
tersebut, pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan sarana 
produksi ini dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat 
dengan diimbangi harga yang terjangkau oleh kalangan pengguna 
pupuk, seperti petani dan pekebun. Hal inilah yang mendasari 
pemerintah memberlakukan kebijakan subsidi pupuk bagi petani 
dalam kebijakan fiskal nasional (anggaran Negara). 

Bagian ketiga ditulis oleh Hariyadi dengan judul tulisan 
“Arah Pengembangan Ketenagalistrikan Nasional 35.000 MW. 
Dalam rangka menegakkan momentum target pencapaian tingkat 
pertumbuhan ekonomi nasional dan kemandirian energi, pemerintah 
telah meluncurkan program percepatan pembangunan pembangkit 
listrik 35.000 MW (Program Listrik 35.000 MW) sampai tahun 
2019. Sebagai sebuah program ambisius Pemerintahan Presiden 
Joko Widodo dan sekaligus merespons keragu-raguan masyarakat 
atas keberhasilannya, pemerintah berencana melakukan sejumlah 
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langkah terobosan. Sebagai wadah pengelola yang mengawal 
implementasi program ini, pemerintah telah menyiapkan sebuah 
tim nasional Program Listrik 35.000 MW yang sifatnya multisektoral 
dan melibatkan berbagai unsur kementerian dan lembaga (K/L) 
di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dan Kemenko 
Kemaritiman.

Bagian keempat ditulis oleh Achmad Sani Alhusain dengan judul 
“Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif”. Tulisan ini menyoroti 
masalah ekonomi kreatif yang merupakan sektor strategis di dalam 
pembangunan nasional. Ekonomi kreatif berkontribusi secara 
signifikan terhadap perekonomian nasional, yaitu: berkontribusi 
sebesar 7% terhadap PDB Nasional, menyerap 11,8 juta tenaga kerja 
atau sebesar 10,72% dari total tenaga kerja nasional, menciptakan 
5,4 juta usaha atau sekitar 9,68% dari total jumlah usaha nasional, 
serta berkontribusi terhadap devisa negara sebesar 119 Triliun atau 
sebesar 5,72% dari total ekspor nasional.

Bagian Kelima ditulis oleh Sahat Aditua Fandhitya Silalahi 
dengan judul “Permasalahan Penyertaan Modal Negara pada Badan 
Usaha Milik Negara (Studi Kasus: PT Dok Perkapalan Surabaya 
dan PT Perkebunan Nusantara X). Tulisan ini membahas masalah 
penyertaan modal negara yang diberikan kepada dua buah BUMN, 
yaitu PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) dan PT Perkebunan 
Nusantara X. Dari aspek kinerja keuangan, baik PT Dok Perkapalan 
Surabaya (Persero) maupun PT Perkebunan Nusantara X memiliki 
permasalahan. PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) pada 
Tahun 2014 mengalami kerugian mencapai Rp54,87 miliar, dan 
PT Perkebunan Nusantara X, walaupun memperoleh keuntungan 
Rp22,49 miliar pada Tahun 2014; namun angka ini jauh menurun 
dibandingkan keuntungan pada Tahun 2013 yang mencapai 
Rp129,33 miliar.

Bagian keenam ditulis oleh Asep Ahmad Saefuloh dengan judul 
tulisan “Diskursus Jumlah Penduduk dan Kebijakan Pembangunan 
Kependudukan”. Tulisan ini menyoroti masalah kependudukan 
yang merupakan masalah umum yang dimiliki oleh setiap negara. 
Secara umum, masalah kependudukan biasanya dilihat pada aspek 
kuantitas, kualitas dan persebaran penduduknya. Aspek tersebut 
tentunya menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi. 
Beberapa dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari banyaknya 
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jumlah penduduk, antara lain: meningkatnya kebutuhan akan 
berbagai fasilitas sosial; meningkatnya persaingan dalam dunia kerja 
sehingga mempersempit lapangan dan peluang kerja; meningkatnya 
angka pengangguran (bagi mereka yang tidak mampu bersaing). 

Dari keenam tulisan yang ada di buku ini, dapat dilihat bahwa 
permasalahan ekonomi yang dikaji disini meliputi banyak aspek. 
Oleh karena itu pendekatan kebijakan yang harus diambil oleh 
Pemerintah juga harus komprehensif dan melibatkan pihak-
pihak yang bekerja di berbagai sektor. Seringkali kebijakan yang 
diimplementasikan dalam satu sektor tertentu juga memberikan 
pengaruh terhadap bagaimana kebijakan di sektor lain dijalankan.

Kami berharap tulisan dalam buku bunga rampai ini dapat 
memberikan tambahan pemahaman bagi pembaca mengenai 
permasalahan ekonomi di berbagai aspek beserta solusi kebijakan 
yang dapat diambil oleh Pemerintah. Tidak lupa kami mengharapkan 
kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan buku bunga 
rampai ini ke depannya.

Jakarta, September 2015
Penyunting
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EPILOG

Kebijakan yang diambil Pemerintah untuk menyelesaikan 
permasalahan ekonomi di seluruh aspek harus bersifat komprehensif 
dan menyeluruh sebagaimana disebutkan di dalam bagian awal 
buku bunga rampai “Kebijakan Ekonomi Kontemporer ini”. 

Pada tulisan pertama disimpulkan bahwa Kebijakan penentuan 
HPP untuk beras ditentukan berdasarkan produksi padi yang 
tersedia. Pemerintah setiap tahun menentukan harga dasar 
(floor price) bagi produsen dan harga tertinggi (ceiling price) bagi 
konsumen. Bulog bertanggung jawab untuk menjamin harga beras 
berada diantara harga tertinggi dan terendah tersebut dengan 
melakukan operasi pasar dan pendistribusian. Upaya untuk 
menjaga kestabilan harga ini ditetapkan berdasarkan proporsi 
keuntungan yang mungkin diterima oleh produsen, tingkat inflasi, 
dan keterjangkauan konsumen. 

Kebijakan penentuan HPP yang ideal setidaknya perlu didukung 
oleh beberapa faktor, yaitu: (a) Harga Referensi Gabah dan Beras 
Secara Regional. Penetapan HPP gabah dan beras yang berbeda 
antarwilayah, tentunya dengan mempertimbangkan kesanggupan 
daerah dalam melakukan penjaminan stabilitas harga layak untuk 
dilakukan; (b) Meningkatkan Peran Bulog dan Badan Pangan Daerah; 
(c) Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah; dan (d) memperbaiki 
tata niaga beras.

Pada tulisan kedua permasalahan kependudukan diselesaikan 
dengan pendekatan otonomi dan desentralisasi di mana mana 
pemerintah daerah semakin berperan dalam pembangunan di 
daerah masing-masing. Dengan demikian implementasi program 
KB, pendidikan, kesehatan dan penciptaan lapangan kerja akan 
lebih efektif dan tepat sasaran bila peran pemerintah daerah yang 
ditingkatkan. Sehingga persoalan yang muncul adalah bagaimana 
pemerintah daerah meningkatkan peran pembangunannya. Karena 
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itu dalam menata pembangunan di daerah, maka perencanaan 
dan pelaksanaan pembangunan di daerah haruslah dilakukan 
perombakan. 

Hal ini sejalan dengan kewenangan yang dipunyai oleh pusat 
yaitu kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian 
pembangunan nasional secara makro. Perencanaan pembangunan 
nasional melalui program dan proyek sektoral (melalui anggaran 
pembangunan pusat) harus diintegrasikan ke dalam perencanaan 
pembangunan daerah.

Tulisan ketiga menyimpulkan bahwa program pembangunan 
pembangkit listrik 35.000 MW menjadi momentum target 
pencapaian tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi 
nasional dan kemandirian energi lima tahun ke depan. Program 
ini juga sekaligus merefleksikan sebuah lompatan besar dalam 
pengembangan ketenagalistrikan ke depan. Oleh karena itu, 
pekerjaan rumah besar yang harus dikelola pemerintah adalah 
konsistensi kebijakan yang telah ditetapkan. Secara normatif, aspek 
suprastruktur berupa kerangka hukum dan isu-isu lain yang lebih 
teknis menyangkut rezim perijinan dan pembebasan lahan misalnya, 
telah dicoba disasar. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah 
misi yang sebenarnya bisa berdimensi politis tetapi memiliki nilai 
yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan rasa keadilan dan 
tingkat kesejahteraan secara umum, yakni target pencapaian rasio 
elektrifikasi 100% pada tahun 2019. 

Sedangkan tulisan keempat menyimpulkan bahwa kebijakan 
subsidi pupuk merupakan suatu kebijakan yang diterapkan 
pemerintah agar mampu berperan sebagai insentif bagi petani 
untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan, serta 
peningkatan pendapatan petani dengan meningkatnya produksi 
pangan khususnya padi (beras). Kebijakan subsidi pupuk adalah 
juga dimaksudkan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat 
dengan semakin meningkatnya produksi pangan.

Tulisan kelima menekankan pada perlunya pengawasan pada 
penggunaan tambahan penyertaan modal negara pada BUMN. 
Disini penulis mengusulkan agar di setiap persetujuan pemberian 
penyertaan modal negara pada BUMN juga diikuti dengan mekanisme 
pengawasan melalui Panitia Kerja Pengawasan yang dibentuk oleh 
DPR.
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Sedangkan tulisan keenam menyimpulkan bahwa industri 
berbasis ekonomi kreatif akan memberikan kontribusi besar bagi 
pertumbuhan ekonomi nasional di masa yang akan datang. Bangsa 
Indonesia dapat mewujudkan target pencapaian tersebut jika semua 
bersatu, bersama-sama, bergotong royong untuk memperkuat 
pondasi pembangunan ekonomi kreatif yaitu; orang kreatif, 
memperkuat kelembagaan sebagai payung dari pengembangan 
ekonomi kreatif yang dapat memperkuat lima pilar pengembangan 
ekonomi kreatif, yaitu sumber daya alam dan budaya, industri, 
pembiayaan, infrastruktur dan teknologi, dan pemasaran.

Demikian epilog dari buku bunga rampai “Kebijakan Ekonomi 
Kontemporer” ini, semoga dapat memperkaya khazanah pemahaman 
kita mengenai kebijakan untuk memecahkan permasalahan publik 
khususnya di bidang ekonomi.

Jakarta, September 2015
Penyunting
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